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ABSTRAK

Tujuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan dengan bidang Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan  karena  adanya  ego sektoral  dari  masing-masing  Institusi. Meskipun Instruksi Presiden dimaksud hingga saat ini belum pernah dicabut namun budaya kekuatan antar sektor yang terjadi dilapangan nampaknya masih terjadi, bahkan dalam tataran kebijkasanaan. Metode yang di gunakan dalam Penelitian Penulisan Hukum ini adalaah Penelitian Hukum Empiris yaitu penelitian lapangan berupa data Primer dan data Skunder, data Primer adalah diperoleh melalui proses wawancara kepada pihak yang terkait, sedangkan data Skunder lebih kepada Badan Hukum yang mengikat yaitu Undang-Undang yang terkait dalam masalah yang terjadi. Bedasarkan kondisi real yang ada bahwa faktor Penyebab Terjadinya Masalah Tumpang Tindih (overlapping) Perijinan Pertambangan dan Hak Guna Usaha PT. Mahakam Sumber Jaya dengan masyarakat yang ada di Desa Bukit Pariaman dipengaruhi faktor Management, faktor kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), nepotisme, ego sektoral, dan mengabaikan ketentuan, serta pembukaan lahan belum ada izin, pertimbangan tehnis, tidak berperannya beberapa Dinas terkait, lemahnya Pengawasan dan Pengendalian Dinas Kehutanan Kabupaten terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengamanan hutan di Kecamatan Tenggarong Seberang. Upaya yang di tempuh antar lembaga Pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih tersebut yaitu bahwa pihak Pemerintah hanya bersifat Pasif dan menunggu laporan dari pihak yang bersengketa, pihak Pertambangan meminta klarifikasi terkait tumpang tindih izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Didalam kenyataan sudah ada surat dari Kementrian Kehutanan, Nomor 327/Menhut-VII/2013, yang intinya apabila terjadi permasalahan adalah tanggung jawab pemegang IPPKH ( PT.Mahakam sumber jaya yang ) yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah setempat. Bedasarkan hasil penelitian di PT. Mahakam Sumber Jaya bahwa dalam meningkatkan kesejahtraan masyarakat, selain itu persoalan tumpang tindih yang terjadi antara perusahaan Pertambangan dengan Perusahaan Perkebunan juga sedang diurus oleh perusahaan dan instansi terkait yang di tunjuk yaitu Badan Linkungan Hidup Daerah ( BLHD ) sebaga Mediator proses Mediasi yang telah dilaksanakan.


ABSTRACT

Purpose Presidential Decree No. 1 of 2000 on the Implementation Task Synchronization Keagrariaan the field of Mining, Transmigration and Public Works, may not run as expected because of the ego of each sectoral institution. Although Presidential Decree referred to this day has never been repealed, but the cultural force among sectors that occur in the field still seems to be happening, even at the level of the wisdom.
The method used in this study is the Legal Writing Empirical Legal Studies is a research field of data Primary and Secondary Data, Primary data was obtained through the interview process to the parties concerned, while the data over to the Secondary binding legal entity that is related Act the problems that occur.
Based on the real conditions that exist that factor Overlapping Problems Cause Occurrence (overlapping) Permitting Mining and leasehold PT. Mahakam Sumber Jaya with the people in the village of Bukit Pariaman Management is influenced by factors lack of Human Resources (HR), nepotism, sectoral ego, and ignore the provisions, as well as land clearing has been no permission, technical considerations, there is involvement of some related agencies, weak supervision and control of the implementation of the District forest Service and forest protection activities in the District Tenggarong Seberang.
Efforts in the travel between government agencies to solve the overlapping problem is that the government will only be passive and wait for the report from the parties, the parties requested clarification related Mining overlapping permission granted by the local government. In fact there has been a letter from the Ministry of Forestry, No. 327/Menhut-VII/2013, which occurs when the core issue is the responsibility of the holder IPPKH (PT.Mahakam source jaya) is coordinated with the local government.
Based on the results of research at PT. Mahakam Sumber Jaya that improve the livelihoods of the community, other than that of the overlapping that occurs between mining companies with plantation companies are also being taken care of by the company and the relevant agencies in point is the Regional Agency for the Environment of Life (BLHD) sebaga Mediator Mediation process that has been implemented.
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PENDAHULUAN

Alasan Pemilihan Judul
            Persoalan overlapping atau diskronisasi kebijakan adalah persoalan diskresi yang saharusnya diselesaikan melalui mekanisme koordinasi,  namun sayangnya lembaga koordinasi yang  diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas keagrariaan dengan bidang pertambangan, transmigrasi dan pekerjaan umum, tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena adanya ego sektoral dari masing-masing institusi. Meskipun Instruksi Presiden dimaksud hingga saat ini belum pernah dicabut namun adu kuat antar sektor dilapangan nampanya masih terjadi, bahkan dalam tataran kebijkasanaan pun semakin sering terjadi.
             Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (  Bappenas ) pada tahun 2005 telah menginventarisir adanya 16 undang-undang yang mengatur tentang tanah. Jika kondisinya demikian, maka masyarakat khususnya investor yang banyak menjadi  korban, kontribusi tanah terhadap pengembangan dunia usaha sulit untuk diwujudkan, karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan sektoral yang mengatur tanah. Di lapangan investor  menghadapi ketidak pastian atas nasib investasinya karena begitu sulitnya menghadapi konsesi-konsesi yang tumpang tindih.
          Di bidang pertanahan pada tangal 24 September 1960 telah dikeluarkan undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok Agraria (UUPA) yang merupakan unifikasi dibidang hokum pertanahan sehingga dengan adanya UUPA tidak dikenal lagi hak-hak tanah menurut hukum barat dan hak-hak tanah menurut hukum adat karena semuanya telah ditampung dalam UUPA, sebagaimana diatur dalam pasal 16  UUPA yaitu :
(1) Hak Guna Usaha dapat beralih atau di alihkan kepada pihak lain.
(2) Peralihan Hak Guna Usaha terjadi dengan cara :
a. Jual beli
b. Tukar menukar
c. Penyertaan dalam modal
d. Hibah
e. Pewarisan
(3) Peralihan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud kan salam ayat (2) harus di daptarkan pada kantor pertanahan.
(4) Peralihan Hak Guna Usaha karena jual beli kecuali melalui lelang, tukar-menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah dlakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.
(5) Jual beli yang dilakukan melalui pelelangan dibuktikan dengan Berita Acara Lelang.
(6) Peralihan Hak Guna Usaha karena warisan harus dibuktian dengan surat wasiat atau surat keterangan waris yang dibuat oleh instansi yang berwenang.

            Seharusnya UUPA merupakan Undang-Undang paying bagi undang-undang lainnya seperti undang-undang pertambangan, Undang-Undang transmigrasi dan sebagainya, sayangnya hal tersebut tidak terjadi sebab yang terjadi justru adalah timbulnya undang-undang yang bersifat sektoral dan tidak jarang tidak sinkron antara undang-undang dengan yang lainnya terutama yang terkait dengan tanah yang sudah diatur dalam UUPA.
          Saat ini terdapat  cukup  banyak  hak guna usaha (HGU) harus menyelesaikan persoalan perolehan tanah pertambangan yang otoritasnya dijamin undang-undang, Investor juga harus menghadapi tuntutan atau gugatan masyarakat yang memperoleh legalitas kepemilikan tanah dari pemerintah local berupa surat keterangan tanah dari camat, demikan juga  pemegang kuasa pertambangan dihadapkan pada fakta bahwa keharusan menyelesaikan ganti rugi kepada penduduk setempat yang umumnya memegang surat keterangan tanah (SKT) dari camat, hak guna usaha maupun tanah kehutanan, para pemegang konsesi seperti hutan tanaman industry (HTI) tidak kalah repotnya mengahadapi gerakan recklaiming dari masyarakat, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
         Berdasarkan uraian dan gambaran tersebut diatas dan untuk lebih persoalan desinkrinisasi kebijakan, maka penulis tertarik untuk sebuah penenlitian dengan judul :
“PENYELESAIAN MASALAH TUMPANG TINDIH (OVERLAPPING) PERIJINAN PERTAMBANGAN DAN HAK GUNA USAHA ANTARA PT. ARUTMIN DENGAN MASYARAKAT DI TENGGARONG SEBERANG”

Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebagaimana dimaksud di atas,  maka  permasalahan  yang  akan    dibahas  dalam  pennelitian  ini  dirumuskan sebagai  berikut:
1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya Tumpang tindih (overlapping) tanah pertambangan dengan Hak Guna Usaha dan hak masyarakat antara PT. Arutmin di Tenggarong Seberang ?
2. Bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Setempat dalam Penyelesaian masalah tumpang tindih dari koordinasi antar Lembaga Masyarakat   ?

Maksud dan Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  maksud  penelitian  ini  adalah :
a. Bagi  kalangan  akademis  yaitu  sebagai  bahan  penelitian  mengenai  tanah  pertambangan  dan  Hak  Guna  Usaha  dan  hak-hak  masyarakat  yang  ada  dilapangan.
b. Bagi  kalangan  praktisi,  Badan  Pertanahan Nasional,  maupun  aparat  penegak  hukum  yaitu  sebagai  bahan  masukan  dalam  pelaksanaan  tugas  yang  berkaitan  dengan  terjadinya  masalah  dalam  bidang pertambangan HGU,  dan  hak-hak  masyarakat.
c. Bagi  kalangan  masyarakat  luas  untuk  memberikan  informasi  tentang hak-hak  masyarakat  yang  berkaiatan  dengan  masalah  pertambangan  dan  HGU.


Tujuan  dari  penyusunan  skripsi  ini  adalah :
1. Untuk  mengetahui  masalah  faktor  penyebab  tumpang  tindih  tanah pertambangan  dengan  Hak  Guna  Usaha dan  hak-hak  masyarakat dan  PT.  Arutmin di  Tenggarong Seberang.
2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tumpang tindih dari  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah.
Metode Teknik Penelitian
1.  Jenis  penelitian
	Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  lapangan  beupa  data  primer  juga  dilengkapi dengan  data  sekunder.
a. Data  Primer
	Untuk  memperoleh data  primer  dilakukan  melalui  wawancara  kepada  pihak  terkait  para  Responden yaitu Bagian Humas PT Arutmin, pihak  kepolisian,pihak kecamatan,  dan  pihak  yang  berkaitan dengan  penyelesaian  masalah  tumpang  tindih,  tanah  pertambangan  dengan  Hak  Guna  Usaha,  serta  hak-hak  masyarakat  lainnya, selain  diadakan  observasi  yaitu dengan  mengadakan  pengamatan secara  faktual  di  lapangan  khususnya  bagi  obsevasi nonpartisipai  karena  tidak  terlibat secara  langsung dengan obyek  penelitian.
b. Data sekunder
	Bahan  hukum  Primer  yaitu  bahan hukum  yang  mengikat  yang  terdiri dari:
1. UU  Nomor  5 Tahun 1960  Tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.
2. UU  Nomor  26  Tahun 2007  Tentang Penataan  Ruang.
3. UU  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang  Pertambangan  Mineral dan Batu  Bara.
4. UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
5. Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 40 Tahun 1996  Tentang  HGU,HGB  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah  Negara.
6. Peraturan Pemerintah  RI Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral dan  Batu  Bara.
a. Bahan  Hukum  Sekunder  adalah  bahan  hukum  kepustakaan  yang  dalam  hal  ini  terdiri  dari  buku-buku,  pendapat  para   sarjana,  literature,  majalah  hukum,  media  internet,  koran  dan sebagainya.
b. Bahan  Hukum  Tersier adalah bahan  hukum  penunjang  yang  mencakup,  bahan  yang  memberi  petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder.
c. Prosedur pengumpulan dan Pengelolahan data
	Data  yang diperoleh  dalam  penelitian  ini,  yaitu  berupa  data  primer  yang  dilakukan  atau  diperoleh  melalui  wawancara  dan  observasi  khususnya, observasi nonpartisipasi,  sedangkan  data  sekunder (  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier ) dihimpun  melalui  studi  kepustakaan  terhadap  bahan  kepustakaan  yang  berkaiatan  dengan  obyek  penelitian,  tentang  Pertambangan  dan  HGU  serta  hak  lain  masyarakat.
	Untuk  memudahkan  pengumpulan  data  kepustakaan,  dilakukan dengan  tehnik  pengumpulan  data.
	2.  Analisa  Data
	Analisa  data  dilakukan secara kualitatif dengan mengadakan      sistimatisasi  bahan  hukum  tertulis  dan  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  dengan  langkah  berpikir secara  teratur  dan  sistematis  untuk  memberikan  jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor penyebab Tumpang Tindih ( Overlapping ) 
    Pertambangan  dan  Hak Guna  Usaha pembukaan lahan untuk sector pertambangan bisa dikatakan  berkembang secara besar-besaran, baik dilakukan  perusahaan perkebunan, maupun  masyarakat diberbagai daerah di Indonesia, selain memang harga jual hasil tambang yang memang menjanjikan, juga sebagai dampak di beberapa daerah di pulau-pulau besar seperti Kalimantan dan Sumatera ditetapkan sebagai daerah pengembangan areal pertambangan, karena itu untuk mencegah dan meminimalisir pencamplokan area yang berdampak pada tumpang tindihnya perizinan di kemudian hari, Pemerintah Provinsi/Daerah sudah selayaknya membuat dan menentapkan rencana tata ruang wilayah (RT RW) pengembangan pertambangan seperti yang terjadi di Kalimantan  Timur.
Di Indonesia penataan ruang telah ditetapkan melalui undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang penataan ruang yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai peraturan  pemerintah (PP)  untuk operasionalisasinya. Konflik semacam ini tidak bias diatasi hanya dengan membrikan  himbauan, kepada para pelaku usaha melainkan juga, harus dilakukan dengan membuat perencanaan yang baik dan melibatkan berbagai sector terkait, termasuk RT dan RW, Tujuan pengajuan RT dan RW di Daerah Kabupaten/Kota untuk pemerataan pertumbuhan, pemerataan penyedian sarana dan prasarana wilayah yang menyeluruh, peningkatan kualitas lingkungan, memberikan kepastian hokum untuk berusaha dan mengembangkan potensi pertanian  dan  potensi  pertambangan  secara  luas.
Semangat Undang-Undang Nomor  26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adalah mengintegrasikan seluruh intrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup hayati dan keaneragaman kebudayaan serta penghormatan dan menjunjung pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM)
Untuk  permohonan  izin  mengenai  penggunana  tanah  dari  sisi   ketentuan  perundang-undangan  pertambangan  sesuai  dengan  Undang_undang nomor  4  tahun  2009  tentang pertambangan  Mineral  dan  batubara  pada  pasal  134  mengatur  mengenai  penggunaan  tanah  untuk  kegiatan  usaha  pertambangan :
1. Hak  atas  WIUP  WPR  atau  WIUPK  tidak  meliputi  hak tanah permukaan bumi
2. Kegiatan  usaha  pertambangan tidak  dapat  dilaksanakan  pada   tempat  yang  dilarang  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  pertambanagan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
3. Kegiatan  usaha pertambanagan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat(2)  dapat  dilaksanakan  setelah  mendapat  izin  dari  instansi  pemerintah   sesuai dengan  keteantuan  perturan perundang-undangan
         Perusahan  pertambangan  harus  menyelesaikan  terlebih  dulu dengan pemegang  hak  atas  tanah  pada daerah yang  dikerjakan,  yang  pelaksanaannya  dapat  dilakukan  bertahap  sesuai  kebutuhan,  kemudian  pada peraturan  pemerintah (PP) nomor  23  tahun  2010,  tentang pelaksanaan  kegiatan  usaha  pertambangan mineral dan  batubara,  pada  pasal  100  ayat (1)  dan  (2)  diatur  mengenai  penyelesaian  kompensasi  melalui sewa  menyewa  atau  pinjam  pakai,  yaitu sebagai  berikut: 
1. Pemegang  IUP  Operasi  Produksi  atau IUPK  operasi  produksi  yang  akan  melakukan  kegiatan  operasi  produksi  wajib  menyelesaikan sebagian  atau  seluruh  hak  atas  tanah  dalam  WIUP dengan pemegang  hak  atas  tanah,  sesuai dengan  ketentuan  perundangan  yang  berlaku.
2. Pemegang  IUP  Operasi  produksi  atau  IUPK  operasi  produksi  wajib  memberikan  kompensasi  berdasarkan  kesepakatan  bersama  dengan  pemegang  hak  atas  tanah.
  Dapat  dipahami  bahwa  terhadap  izin  uisaha  tidak  mencakup  hak  atas  tanah  permukaan  bumi, karena pada  prinsipnya  kegiatan  pertambangan tidak berkaiatan dengan  penguasaan  dan  permanfatan tanah  dibagian  permukaannya,  Selanjutnya  pada  izin  usaha  perkebunan  yang  diberikan  izin adalah  tanah  dan  tidak  mencakup  sampai  kedalam  tertentu.  Ini  alasan yang  digunakan  pemerintah  daerah  dalam  permasalahan  tumpang  tindih  yang  selama  ini  terjadi.
          Berdasarkan  pengamatan  penulis  ada  bebebrapa  masalah pokok  yang  menjadi  factor penyebab  yang  berasal  dari pemerintah  daerah (Wali  Kota),  selaku  pemberi  izin  yang  diturunkan  kepada  Dinas-dinas  terkait  yang  menangani  perizinan  pertambangan  dan  Hak  Guna  Usaha,  dari  pertambanagan  itu  sendiri  yang menyebabkan tumpang  tindih  antara    bebebrpa  hak dan  pertambangan, yaitu  antara lain  :
1. Faktor Management
Faktor  managemen  di  instansi  pememrintah,  dalam hal  ini  instansi  pertambangan  dan  sebagainya,  staf  instansi  yang  bertanggung  jawab  dibidang  pertambangan,  telah  dilatih  tentang  tata  cara  pembuatan  peta perizinan yang  sesuai  standar  dari  depertemen  eneregi  dan  sumber dayamineneral,  tetapi  tidak  orang  yang secara  khusus  yang  diberi  tanggung  jawab  untuk itu.
                  

    2. Faktor Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)
	Faktor  kurangnya  atau  tidk  tepatnya  penempatan  sumnber  daya  manusia  pada  posisi  pekekarjaan,  Bahwa  semenjak  berlakunya  otonomi  daerah  pada  tahun  2001  dan  pemekaran  wilayah kabupaten /kota,  Pemerintah  kabupaten/kota  dapat  segera  membentuk  bebebrpa  dinas  diantaranya  Dinsa  pertambanagan  atau instansi  yang  bertanggungh  jawab  dibidang  pertambangan,  para  pejabat  yang   ditunjuk  untuk   mejabat  instansi  ini  umumnya  adalah  oranag-orang  yang  tidak  menguasai  tehnis  dibidangnya/non  non tehnis  dan  minim  sekali  pengetahuan  disektor  pertambangan  dan  geologi
 3. Adanya  Nepotisme
 Adanya  nepotisme  ditubuh  pejabat  daerah  yang  asal  memberikan  posisi  jabatan  kepada  orang  yang  tidak  tepat,  hanya kerana  ada  hubungan  kekeluargaan  dengan  pejabat  tertentu
4.  Ego  Sektoral
	Ego  sektoral  permasalahan  ini  karena  hampir  tidak  adanya  kordinasi  antara  dinas  terkait,  misalnya  Badan  Pertananah  negara,  Dinas  perkebunan, Misalnya  perkebunan  ego  dengan  dirinya,  begitu  juga dengan  pertambangan,  sehingga  tidak  terciptanya  suatu kerja  sama  yang  baik,  sehingga  tidak  ada pemetaan    yang  dilakukan  berdasarkan  fungsinya. 
5.  Mengabaikan  ketentuan
Perusahan  pertambanagan  tidak  memperhatikan  ketentuan  yang  telah  diatur  dalam  izin  lokasi  yang  diterbitkan  Bupati
 6.  Pembukaan  lahan  belum ada  izin
Perusahan pertambangan  langsung melakukan pembukaan lahan dan penaman modal, sementara baru memiliki izin lokasi dan izin prinsip masih belum  terbit, Perusahaan pertambangan telah melakukan eksploitasi sebelum diberi izin prinsip.
 7.  Pertimbangan  Tehnis
Masih  banyak  daerah  yang  belum  memiliki RT, RW  Provinsi/kabupaten  yang  telah  dipaduserasikan dengan peta TGHK,  serta  tidak  dilibatkan  Balai  Pengukuhan  kawasan  hutan (BPKH)  untuk  memberikan  pertinbangan tehnis  dalam  rangka  penerbitan  izin  usaha  pertambangan
 8.  Tidak  Berperannya  Beberapa  Dinas
Tidak berperannya  dinas  kehutanan  sebagai  pemangku  kawasan  hutan  di  wilayah  Kabupaten  dalam  proses  penerbitan  izin  lokasi  pertambangan  yakni  dalam  memberikan  pertimbangan  tehnis  tersedianya  lahan  eks  kawasan.
9.   Lemahnya  Pengawasan
Lemahnya  pengawasan  dan  pengendalian  Dinas  kehuatan  kabupaten  terhadap  pelaksanaan  kegiatan  pertambangan  dan pengamanan  hutan HPH/HPHTI  menelantarkan  area  sera  lemahnya  pengawasan  pengendalian  Derektorat  Jendral  Bina  Usaha  Kehutanan  Kementerian  Kehutanan Jika  faktor-faktor  tersebut  tidak  segera  ditindak   lanjuti  oleh  instansi-instansi  terkait,  dan  tidak  ada  upaya  penyadaran  atau  penuluhan  kepada  perusahan  pertambanagan,  tentu saja  kekisruhan  kawasan  dan permasalahan  antar  instansi  tak  ada  habisnya. Dalam  hal perusahaan  pertambangan  dalam  hal  ini PT. Arutmin     di Tenggarong, khususnya diwilayah Kec.Tenggarong Seberang Desa Kertabuna Kabupaten Kutai Kartanegara,  pihak  perusahan  tersebut mengatakan  bahwa  dinas  terkait  yaitu  dinas  kehutanan  maupun  dinas  pertambangan  terkesan  saling  lempar  tanggung  jawab  dalam Permasalahan. Lebih  lanjut lagi  perusahaan  pertambangan  tersebut  diatas,  para  pemangku  kebijakan  didaerah  tersebut  yaitu  instansi  terkait dengan  kewenangan  mengeluarkan  izin  tidak  bersenergi  dan  tidak  bisa  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  antara  perusahan  pertambangan dan Kelapa Sawit yaitu PT. Arutmin dan PT Indo raya yang  berlokasi  di  wilayah  yang  sama. Apabila  keadaan  seperti  tersebut  diatas  terus  terjadi  maka  yang dirugikan secara  langsung  adalah  perusahan-perusahan tersebut,  perusahan  pertambangan  maupun  perusahaan  bidang  lainnya,  dampaknya  secara  tidak  langsung  akan  dirasakan  masyarakat sekitar  perusahan  berada.
         Dalam  hal  ini  kepolisisan  mempunyai  tugas pokok kepolisian  yang  tercantum  dalam pasal  13   undang-undang  nomor 02  tahun  2002  tentang kepolisian Negera Republik  Indonesia ( polri) ‘  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan  hukum  dan  memberikan, perlindungan,  pengayoman  dan  pelayanan  kepada  masyarakat’  ketika  dikonfirmasi  kepada  pihak kepolisian  yang  berada  di  wilayah  tumpang  tindih  HGU  dengan  perusahan  pertambangan,  yaitu  pihak kepolisian  Polsek Tenggarong Seberang, hanya  bisa  sebagai  mediator  dan  mempersilahkan  untuk  menempuh  jalur  hukum  apabila  diantara  perusahaan  yang  wilayah  izinnya  merasa  ada  permasalahan tumpanag  tindih ( overlapping)   tersebut.


Upaya Penyelesaian Tindih dari Koordinasi antara Lembaga Masyarakat
Tingginya  produksi    batu bara  menggambarkan  keberhasilan  perusahan pertambanagan  memberikan  kontribusi  devisa  kepada  negara,  yang  juga  merupakan  suatu  kebanggan  tersendiri  bagi  daerah,  namun  hal  itu  tidak  seirama  dengan   yang  dihasilkan,  kasus  tumpang  tindih  kawasan  perusahaan  pertambangan terus  terdengar  di  wilayah  Indonesia  dengan  modus  yang  berpariasi. Tidak  hanya  karena  aspek  kewenangan  pengelolaan  kawasan  yang  membuat  diperlaukannya  izin  penggunaan  kawasan,  namun  juga  kekhawatiran  terhadap  dampak  terkeruknya  sumber  daya  hutan  dan  berkurangnya  luas  kawasan  hutan. Perlunya  koordinasi  dengan  UPT  kementerian  kehutanan ( lintas  sektoral)  didasari  terdapatnya  skala  ekonomis  perusahaan  pertambangan,  harus  memiliki  sejumlah  nilai  tertentu  deposit  mineral  atau  batubara,  kemudian juga  perusahan  pertambangan  dengan komidite  tak terbahurukan  berkonsentrasi  pada  pencarian potensi  maksimal  sumber  daya  mineral  dan  batabara  yang  terkandung  dalam  lapisan permukaan  bumi. Perusahan  pertambangan  yang  mengincar  calon  areal  potensial  sangat  sulit  untuk  membiarkan  areal  berkandungan  mineral  dan  batubaranya  tinggi  yang  mungkin  bersatus  kawasan  Hutan  Produksi   atau  hutan lingdung,  untuk  kasus  seperti  ini  harus  menempuh  proses  pinjam  pakai  kawasan (  pasal  5  perauran  menteri  kehutanan nomor : P.18/Menhut-II/2011 ). Kementrian  kehutan melalui  berbagai  peraturan,  sayangnya upaya  berkoordinasi  dengan  kementerian kehutanan  belum  tercermin  dalam  peraturan  yang  diterbitkan  instansi  terkait.  UU  No  4  tahun 2009  tentang  pertambangan  mineral dan  batu bara    tidak  menyebutkan  tentang keperluan untuk  berkoordinasi  dengan  kememnterian  kehutaanan  jika  calon  areal  tambang  bersinggungan  dengan  kawasan  hutan,  Selanjutnya  dalam peraturan  menteri  (PP)  nomor  23  tahun  2010  tentang  pelaksanaan  kegiatan usaha  pertambangan  minral dan  batu bara,  juga  tidak  menyebutkan perlunya  rekomendasi  kemeterian  kehutanan  dalam  penerbitan  izin  pertambangan.   
 Kesulitan  lainnya  yang  sangat  dirasakan  adalah  setelah  terbitnya  Undang-Undang  nomor  4  tahun  2009  tentang  pertambangan  mineral dan  batubara  yang  memberikan  kewenangan sepenuhnya  kepada Pemda (  Bupati)  untuk  menerbitkan  kuas  pertambangan (KP),  pemerintah provinsi  hanya  menangani  izin  jika  lokasi  tambang  berada  diperbatasan  dua  kabupaten,  Pemerintah  pusat  hanya  mengeluarkan izin  KP  untuk  lokasi  tambang  yang  berada  di  perbatasan  dua provinsi. Dalam  hal  ini  perusahan  pertambangan  berkeyakinan dengan  melakukan  aktivitas  diareal  yang  dimimohon (  perusahan  perkebunan  membuka  lahan  dan  melakukan  penanaman, sedangkan  perusahaan  pertambangan  melakukan  pengeburan titik  ekplorasi )  maka  hal itu  menjadi  tanda  kepemilikan  izin  operasi  terhadap areal  yang  dimaksud. kalau  saja pengurusan  izin  usaha  perkebunan  dan izin  usaha  pertambangan  dilakukan  secara  lintas  sektoral,gubernur/bupati  tidak  hanya  melibatkan  instansi  yang  berada  dibawah  kewenangan,  namun  juga  berkordinasi dengan  dengan  UPT (Unit Pelaksana Teknis) kementerian  kehutanan,  sehingga  prosedur  yang  ditempuh  mengikuti ketentuan  dan  aturan  yang berlaku  dibidang  pertambangan,  perkebunan  dan  kehutanan,  maka kasus  izin pertambangan  dalam  kawasan  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  tentu  tidak  terjadi  lagi. Langkah  koordinasi  instansi-instansi  terkait  banyak  dilakukan, maka  menteri  kehutanan  berupaya  mengurangi  tumpang  tindih  kawasan, diantaranya  melalui  surat  nomor  s.31/menteri-VI/2008  tanggal  23  januari  2008,   yang  menyatakan  menteri  kehutanan  meminta  bantuan  Gubernur  di  seluruh  Indonesia  untuk  memerintahkan  para  Bupati  untuk  segera  menutup/mencabut  izin  usaha  perkebunan  dan  kuasa  pertambangan  yang  tidak sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan.
Selanjutnya  upaya  untuk  menyelesaikan  tumpang  tindih  dari  koordinasi  antar  lembaga  pemerintah hanya  bersifat  pasif  dan  menunggu  laporan  pihak  perusahaan  pertambangan  yang  bersengketa,  Selain  itu  dinas-dinas  terkait  terkesan saling  lempar  tanggung  jawab Upaya  yang  dilakukan  pihaka perusahan  pertambangan  meminta  klrisifaksi  terkait dengan  tumpang  tindih  izin  yang  diberikan  oleh  pemerintah  daerah,  akan  tetapi  mendapat  tanggapan  yang  tidak  berarti  bagi  perusahaan  sehingga  perusahan  mengirim  surat  kepada  kementerian  kehutanan, Oleh  pihak  kementerian  kehutanan  melalui  suratnya  Nomor 327/Menhut-VII/2012  menanggapi,  yang  intinya  apabila  terjadi  permasalahan  adalah tanggung jawab pemegang IPPKH (  dalam  hal  ini  PT. Arutmin   berlokasi  di Tenggarong Seberang Kaltim )  yang  dikoordinasikan  oleh  pemerintah  daerah setempat.
Koordinasi  yang  diminta  oleh  kementerian kehutanan  dijalankan  antara  perusahan  yang  bermasalah/sengketa.,  pihak  pemerintah daerah  yang  diwakili  oleh  instansi  terkait  sifatnya  hanya sebagai  mediator  dan  terlihat  juga  tidak  bisa  berbuat  banyak,  begitu  juga  pihak dari kepolisian  hanya  bisa  memberikan  masukan  dan  memfasilitasi  untuk  mediasi. Permasalahan  tumpang  tindih  izin  antara  perusahan  pertambangan  dengan  perkebunan  ini  tidak  banyak  diketahui  oleh  masyarakat    sekitar  kawasan  hutan,  dalam  hal  ini  masyarakat  tidak  begitu  antusias  untuk  mengetahui sepanjang  hak-hak  masyarakat  dipenuhi  oleh  perusahaan pertambangan  maupun  perkebunan,  yang  beroperasi  didaerah  tempat  tinggal  masyarakat, Contohnya  Perusahan  Arutmin   yang  bergerak  dibidang  pertambangan  dan  perusahaan  PT  Indo  Raya  yang  bergerak  dibidang  Kelapa  sawit  yang  sama –sama  berada  di  lokasi  di  Daerah  Tenggarong Seberang  ,  masyarakat  disekitar  lokasi  perusahaan  terebut  hanya  meminta  hak-haknya  dipenuhi  seperti  diantaranya :
a. Hak  masyarakat  terjaga  dan  terlindungi
b. Membuka  peluang  kerja  bagi  masyarakat  sekitar  perusahaan
c. Lingkungan  yang  terjaga  dengan  memperhatikan  kondisi  kearifan  lokal  dan  budaya  setempat
d. Perusahaan  pertambangan  dan  perusahaan  perkebunan  bisa  bekerja  sama  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  local  di  sekitar  lokasi  perusahaan,  dan  lain  sebagainya.
Hal  yang  sama  di  katakana  oleh kelapa  Kepala Desa Kertabuana,  bahwa  intinya  perusahaan  harus  bersinergi  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  selain  itu  persoalan  tumpang  tindih,  yang  terjadi  antara  perusahan  pertambangan  dengan  perusahan  perkebunan  juga  sedang  diurus  oleh  perusahaan  dan  instansi  terkait  sehingga  pihaknya  hanya  menunggu  dan  memfalisitasi  apabila  para  pihak  yang  bermasalah  hendak  melakukan  mediasi. Pemerintah  daerah terkait dalam  hal  ini  diharapkan    untuk menjadi  fasilitator  dalam  mediasai  antara  perusahaan  yang  bermasalah, jangan hanya  mengatakan  bukan  kewenangan  dan  terkesan  saling lempar  tangunmg jawab,  upaya  yang  harus dilakukan  pemerintah  daerah  yaitu dengan mengkoordinasi semua pihak  terkait,  perusahan-perusahan,  instansi-instansi  terkait,  pihak  kepolisian  dan  pihak-pihak yang  berkompeten  lainnya. Selain  itu  senergi  peran  kerifan  local  juga  tidak  bisa  ditinggalkan  dalam  upaya  mencari  solusi  untuk  bagaimana  mengatasi  persolana  izin  tumpang  tindih  lahan (  overlapping )   yang  sudah  terlanjur  terjadi. Tidak  bisa  juga  menyalahkan  alah  satu  pihak  kerana  seperti  telah dijelaskan sebelumnya  masing-masing  pihak  memiliki  ego sektoral  yang  sangat  kuat, senergi  peran  kearifan  local  akan  sangat  membantu  apabila  pemerintah  daerah  dalam hal  ini  mau  untuk  mengkoordinasikan  pihak-pihak  terkait  agar  terciptanya  solusi  yang  menguntungkan semua  pihak. Persoalan  tumpang  tindih  tersebut  juga  jangan sampai  dibiarkan  berlarut-larut  tanpa  ada  solusi  dan  titik  temunya,  karena  persoalan  izin  tumpang  tindih  dalam  konsesi  kehutan,  pertambangan  maupun  perkebunan  tidak hanya  terjadi  di Tenggarong Seberang ,atau bahkan diwilayah lainya , tetapi  hampir  seluruh Indonesia  yang  wilayahnya  memiliki  areal  pertambanagan  dan  perkebunan,  untuk  itu  harus  dilakukan  upaya  dan  tindakan yang nyata  dari semua  pihak  terkait  agar  persoalan  izin  tumpang  tindih,  tidak  menjadi  konflik  yang  meluas  seperti  yang  pernah  terjadi  dibeberapa  daerah  di  Indonesia  yang  pada  akhirnya  masalahnya  melibatkan  masyarakat  yang  tidak  tahu menahu  dengan keadaan  tersebut.

P E N U T U P
Kesimpulan
1. Faktor  penyebab  tumpang  tindih (overlapping ) konsesi  kehutanan,  pertambangan,  HGU,  dan  hak-hak  masyarakat,  intinya  meliputi  faktor  internal  dn  factor  eksternal  dari  dalam  pembuat  kewenangan,  dalam  hal  ini  dinas  terkait ( pemda  setempat )  yang  kurangnya  sumber  daya  manusia yang  memadai/tenaga  ahli.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  nepotisme  posisi  didalam  tubuh  instansi-instansi  yang  berkaitan seperti  Dinsa  pertambangan,  perkebunan,  kehutanan  dan lain-lainnya,  Faktor  ekternal  yaitu  kurangnya  koordinasi  antara  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  ego  sektoral  masing-masing  lembaga  yang  berkaiatan.
2. Upaya  penyelesdaian  tumpang  tindih  dari  koordinasi  antar  lembaga lembaga  pemerintah  yaitu  sudah ada  surat  dari  kementrian  kehutanan  nomor S 327/Menhut-VII/2013, yang intinya mengatakan  apabila  terjadi permasalahan  dalam  IPPKH  (  dalam hal ini PT. Arutmi Indonesia yang berlokasai di Kota Samrinda Kalimanatan Timur ) yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah setempat, sampai sekarang berupaya diselesaikan dengan mediasi.


Saran – Saran
Sebagai akhir dari penulisan Skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya Pemerintah daerah  (Bupati) dalam hal ini memperhatikan benar bagaimana mekanisme penerbitan perizinan dengan  bekerja  sama  dengan  dinas  terkait  yang  memilik  sumber  daya  manusia  yang sesuai  di bidangnya  dan  menghilangkan  ego sektoral  di  lembaga  masing-masing.
2. Hendaknya dengan  sudah  adanya upaya penyelesaian  dari  pemerintah pusat  yaitu  penerbitan  surat  dari kementerian kehutanan Nomor   27/Menhut VII/ 2012, maka pihak pemerintah daerah segera  menfasilitasi dan  menjalankan  apa  yang menjadi wewenangnya dilapangan sehingga permasalahan tumpang tindih (  overlapping )   tidak berlarut-larut.
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